
·PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 
NOMOR 4 T AHUN 2005 

TENT ANG 

PENYIDIK PECA WAI NEGERI SIPIL DI LlNGKUNGAN 
PEMERINT AH KOTA MOJOKERTO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA 

W ALI KOT A MOJOKERTO 

Menunbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan 
Pemerintahan secara berdaya guna clan 
berhasil guna, khususnya untuk menjamin 
adanya ketertiban dan kepastian hukum, maka 
keberadaan clan peranan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil yang mampu clan berwibawa 
sangat diharapkan dalam rangka pencgakan 
Peraturan Daerah dan pelanggaran terhadap 
ketentuan- ketentuan Peraturan Daerah; 

b. bahwa sesuai dengan perkernbangan clan 
lajunya pembangunan beserta espek perrna- 
salahannya di Kota Mojokerto, maka Peraturan 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kotamadya Daerah ' Tingkat II 
Mojokerto dipandang perlu ditinjau kembali 
clan oleh sebab itu perlu diaclakan perubahan; 

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a 
clan b, maka clipandang perlu mengatur 
kembali ketentuan Penyiclik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 
Mojokerto yang ditetapkan dengan suatu 
Peraturan Daerah. 



Mengingat 

2 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 
tcntang Pembentukan Daerah Kota KeCI! dalam 
Lmgkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tcngah/ Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok pokok Kepegawaian (Lcmbaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lcmbaran Negara Nomor 3041) scbagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Tahun 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3209); 

4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tcntang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangiln {Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara 
Nomor 4389); 

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tcnteng Pemermtahan Dacrah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lcmbaran Negara Nomor 4437), 

6. Pcraturan Pcmerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, 
Tarnbahan Lembaran Negara Nornor 4493); 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 
tcntang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tmgkat II Mojokerto (Lembaran 
Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3242); 

8. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3258); 
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9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemin- 
dahan dan Pemberhentian Pegawai Negen 
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4263); 

10. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 
M 18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Potunjuk 
Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, mutes, 
dan Pemberhentian Penyidik Pcgawai Negen 
Srprl I 

J 1. Peraturan Menten Dalam Negeu Nomor 4 
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Ncgen 
Slpil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

12 Kepulusan Menten Dalam Negeri Nomor 6 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pcmbinaan 
Penyidrk Pegawai Negeri Sipil di LingYungan 
Dacrah · ' 

13. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 
Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional 
Penyidik Pcgawai Negeri Sipil Daerah dalam 
Pcncgakan Pei aturan Daerah; 

I.Jc Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 
Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pendidikan clan pelatihan Pcnyidik Pegawar 
Negri Sipil Daerah. 

Dcngan persetujuan bcrsama 
DEWAN PERVVAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO 

dan 

WALIKOTA MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN : 

Menctapkan PERArURAN DAERAH KOTA MOJOKER10 TEN- 
TANC PENYIDIK PEGAWAI NEGERI S!PIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOl"A MOJOKERTO. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pcraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan · 

Kota, adalah Kata Mojokcrto ; 
2. Pemcrtntah Kota adalah Pemerintah Kata Mojo- 

kcrto, 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto, 
.J Pcnyidrk adalah Pejabat Polisi Negara Rcpublik 

Indonesia atau Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu 
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Cndang 
untuk melakukan penyidikan 

5 Penyrdrk Pegawai Negcri Sipil Daerah yang 
sclanjutnya disebut PPNSD adalah Pejabat Pegawai 
Ncgcri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kata 
yang Chberi wewenang khusus olch Undang - 
Undang untuk melakukan penyidikan terhadap 
pclanggaran Peraturan Oaerah; 

6 Peraturan Dacrah adalah Peraturan Daerah Kota 
Mojokerto yang memuat ketentuan pidana dan yang 
telah berlaku sah scrta telah diundangkan dalam 
Lembaran Daerah Kota Mojokerto; 

7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS 
adalah Pcgewai Negeri Sipil sebagannana dimaksud 
dalarn Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor -13 Tahun 1999; , 

8. Penuntut Umum adalah Jaksa yang menuntut 
perkara pidana dr pcngadilan 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWbNANG 

Pasal 2 

(\) Dengan Peraturan Daerah mi ditetapkan PPNSD di 
lingkungan Pemerintah Kata Mojokerto; 

(2) PPNSD dalam melaksanakan tugasnya berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota 
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Pasal 3 
PPNSD mempunyai tugas melakukan penyidrkan 
tcrhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dcngan 
pcraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 4 
( ! ) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, PPNSD mempunya1 wewenang 
,1 mcncnma laporan atau pengaduan Jan 

scscorang tentang adanya tindak ptdana; 
b melakuk.m tindakan pertama pada saat itu 

drternpat kcjadian clan melakukan pemeriksaan, 
c menyuruh berhenn seseoreng tcrsangka clan 

memeriksa tanda pcngenal diri tersangka, 
d melakukan penyitaan benda clan atau surat; 
e mcngan1bil sidik jari clan memotrct tcrsangka; 
f memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 

scbagai tersangka atau saksi; 

g mcndatangkan orang ahli dalam hubungannya 
dengan pemenksaan pcrkara; 

h. mengadekan penghentian penyrdtkan sotclah 
mcndapat petunjuk dari Penyidik bahwa trdak 
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
bukan mcrupakan tindak pidana dan 
velanjutnya melalui Penyidlk mcmberilahukan 
ha! terscbut kcpada Penuntut Umum, tersangke 
atau kcluarganya; 
melakukan tindakan lam mcnurut hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) \Vcwcnang penyidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggdran 
Pcraturan Daerah, 

(?i) Dal.im melakukan wewenang tugasnya. PPNSD 
tidak bcrwcnang me\akukan penangkapan dan atau 
penahanan. 
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BAB lll 

I lAK DAN KE\\I AJIBAN 

Pasal 5 

(I) Kepada PPNSD disamping hak-haknya sobagai 
PNS sebagarrnene yang ditentukan dalam Undang- 
Undang Nomor 8 Taliun 1974 sebagirnena tclah 
dtubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999, dapat dibe'rikan uang im,entif; 

(2) Bcsarnye uang insentif sebagaimana dimaksud 
pad.i ayat (l) ditetapkan dengan Kcputusan 
\\lahkola scsuar dengan kemampuan Kcuangan 
Dee ah. 

Pasal 6 
PPNSD scsuai dengan bidang tugasnya mcmpunya1 
kewajiban : 
a. Melakukan pcnyidikan epebile mengetahui, 

mencnma laporan atau pengaduan tentang 
tcrjadmya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah; 

b Manvorahkan hasil pcnyidikannya kepada 
Penuntut Umum mclalui Penyidik Kepohsian 
Resort Kata Mojokerto : 
1'.lembuat Benta Acara scuap tmdakan dalam hal 

I. pcmenksaan tersangka, 
2 pcmasukan rumah ; 

3. pcnyitaan barang i 
4. perneriksaan saksi, 

o pemcnksaan tcmpat kojadian. 
d J\1ernbuat laporan pelaksanaan tugas kepada 

\Val1kota melalui satuan unit ketja rnasing·masing 

BAI.I IV 

PERSYARATAN PPNSO 

Pasal 7 
S\ at c1t-�1 a rat Pcgawai Negen Srpil yang dapat d1angkc1t 
mcn1,1d1 PPNSD adalah 
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d Scn-ndah-rendahnya bcrpangkal Pengatur Muda 
Tu-gkat I (Golongan 11/b), 

b. Borpendrdikan screndah-rendahnya Saqana Muda 
(D-3); 

c Ditugaskan di Bidang Teknis Operasional, 
d. Tclah lulus pendrdrken khusus di bidang peny1- 

d1k,111; 
c Daft,u Pcmlaian Pelaksanaan Pckcrjeen (DP3) 

dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nileu 
rat<1 - rata bark : 

f Berbadan schat dan dibuktikan dengan Keterangan 
Dolder. 

BAB Y 

PENG.\NGKA"I AN, MUT AS! DAN PEMBERHEN !JAN 

Pasal 8 

(I) Pengdngkatan dan pemberhcntian PPNSD diajukan 
oleh \Vahkota kcpada Menton Kehakiman dan Hak 
Aza-i Manusia rnolalur Mcntcri Oalam Ncgcn 
dal.nu ha! ini Sekretans Jenderal Departemen 
Dal<1111 Negen dengan meng111m tembusan kepada 
Jak!><t Agung clan Kepala Kepolisian Negara 
Repubhk Indonesia guna mendapatkan 
pcrumbangan. serta satu ]embar tembusan kepada 
Cul-emur Jawa Timur; 

(2) Dalam Surat Usulan Pcngangkatan Pcnyidrk 
Pegaw<H Ncgcrt Srpil harus dicantumkan. 

a '.\lomor, tahun dan nama Pcraturan. Dacrah 
yang menjadi dasar hukum pemberian 
kcwenangan scbagai Pcnyidik Pogawar Negen 
Stpil yang d1usulk.1n; 

b \Vilayah korja Pcnpdlk Pegawai Negeri Sipil 
vang diusulkan 

(?,) Dal.mi Surat Usulan sebagaunane dunaksud pada 
ayat (I) harus dilampirkan 
<1. Photo copy ljazah tcrakhrr yang dilcgettstr, 

rangkap 4 (cmpat); 
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b Photo copy Surat Kcputusan Pengangkatan 
Jabatan/Pangkat terakhir y,:1ng dllegahsrr. 
rangkap 4 (empat); 
Photo copy Daftar Ponllarau 
Pokeqaan (DP3) untuk selama 2 
teraklur berturut-turut yang 
rc1ngkap 4 (empat), 

d Photo copy Sertifikat Pendichkan Khusus di 
131d.ing Ponyidtkon yang dilegc1l1;.1r, r<1ngkap ·I 
(empat); 

(' Sui at Ketcrangan Doktcr yang mcnyatakan 
Pcgawai Negcn Sipil yang bersangkutan 
berbadan sehat, rangkap 4 ( empat ) : 

f. Pas pholo hitam putih ukuran 2 x 3 Cm 
sebanyak 2 ( dua) lembar. 

Pasal 9 

(I) \!utc11 PPNSD di lingkungan Kabupaten / Kota 
dnr-tapkan oleh 'nupali/ \..Ya!ikota; 

(2) i\lul,1s1 PP'.\ISD anrar Kabupaten / Kota di 
li11g1'ung,rn Pcmerintah Piopinsi dnctapkan oleh 
CubL'fIHII', 

C�) xlutasi !'PNSD antar Propinsi, ditctapkan oleh 
Menter: Oa!am Negeri dalam hal 111i Sekrctans 
]l'll,IL'ral Oeparlcmcn Dalam Negcn. 

Pasol 10 

PPNSD drberhcntikan dari jabatannya karcna 

a B€rhent1 scbagai Pcgawai Negeri S1p1l, 

b Ata-, perrruntaan scndin; 
c. l\lckrnggar disiphn kepegawaian berdasarkan 

peraruran pcrundang-undangan yang bcrlaku, 

d Mutasi Peg.iwai Negen S1p1l; 
{' T1,·1'1k lagi memenuhr �yc1rat sebagai PPNSD alau 

f i\krnnggal dunia 

Polaksanaan 
(dua) tahun, 

dtlegahsrr. 
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BAB Yl 

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN 

Pasal 11 

(!) PP/\.SD scbclum mdaksanakan lugasnya har-us 
tcrlebih dahulu mcngucapkan sumpah/janji dan 
dllannk olch Wahkota, 

(2) PPI\SD yang telah dilantik dapat mclaksanakan 
penvidikan pelanggaran Pcraturan Daerah scsuai 
dengan dasar hukurn. 

Pasal 12 
PPNSD dalam menjalankan tugas penyidikan harus 
dilengkapi dengan Surat Perintah Penytdikan oleh 
atasan PPNSD yang ben,angkutan. 

BAB Vil 

PFMBINAAN DAN HU�UNGAN KFRJA 

Pasal 13 
Pemlunaan tcrhadap PPNSD mcliputi 

a Pembrnaan Umum, 
b. Pernbtnaan T eknis ; 
c Pembmaan Operasional, 

Pasal 14 

(1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf a, di!akukan oleh Menteri Da\am 
Negcn , 

(2) Pcmbmaan Urnum sebagimana dimaksud pada 
ayat (1) bcrupa pcmbertan pedoman, birnbingan, 
pelatihan, arahan dan supervisi yang herkmtan 
dengan pemberdayaan PPNSD; 

Pasal 15 

Pembmaan l oknis scbagrn1ana dimaksud dalam Pasal 
11 huruf b dilakukan olch Menteri Kchakiman dan 
HA!vl, Kapolri dan jaksa Agung sesuai dengan tugas 
dan funf,Sl masmg-masing 
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Pasal 16 

(1) Pernbinaan Operasional sebagarmana dtrnaksud 
dal<1111 pasal 13 huruf c dllakukan olch 
a Gubernur bagi PPNSD Daerah dilingkungan 

Pemerinlah Propinsi bekerjasarna dengan 
instansi terkait ; 

b \\'a!Jkota bagi PPNSD di!ingkungan Pernerintah 
Kota bekerjasama dengan lnstansi terkait. 

(2) Pembmaan operasional scbagaimena drmaksud 
pada ayat (1), bcrupa petunjuk Teknis Operasional 
PP!\"SD dtlmgkungan Pemerintah Propmsi dan 
Pemer mtah Kata 

Pasa! 17 

Hubungan kerja PPNSD dan Penyidik Kepohsien 
Negara Republik Indonesia, diatur sesuai dengan 
kctcnluan pcrundangan-undangan. 

BAB IX 

PEMB!AYAAN 

Pasal 18 

Biaya pC'!aksanaan tugas penyidlkaa dan pembinaan 
PPNSD, dibebankan peda Anggaran Pendapatan dan 
Belanje Daerah. 

BAB X 

KETENTUAN T'ENUTUT' 

Pasal 19 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraluran 
Daerah mi sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan 
diatur lcbth lanjut olch Walikota. 
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Pasal 20 
Pada saat Peraturan Daerah ini ber[aku, maka Peraturan 
Daerah Kotarnadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomoi 
I Tahun 1990 tentang Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Mojoker to dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 21 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 
Agar sccep orang dapat mengetahuinya, memerin- 
tahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dcngan 
penempatannye dalam Lembaran Daerah Kota 
Mojokerto 

Disahkan di Mojokerto 
pada tanggal 12 Desember 2005 

D:1.und.anpan di Xo jokerto 
pad.a tanggal 12 Deaember 2005 
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PENJCLASAN 

ATAS 
Pl:RATURAN DAERAH KOi A MOJOKERJ"O 

NOMOR 4 T AHUN 2005 

J Fl\'TANG 

PFNYI lJIK Pl G1\ V\1 Al RF.GER] Sll'IL D! I J NGKCNG,\t\ 
PE\1!:.RI� I Al! KO fA MOJOKl:R ro 

I PENJEI.ASA'.\l UMU1'.! 

Dalam rncwujudkan penyelenggaraan pemcrintahan sec,ua 
bcrdaya !;una yang menjamm adanya ketertiban clan kepastian 
hukum dcngan pencgakan ketentuan-ketcntuan dalam Peraturan 
Dacrah Oleh karcna rtu peran Penyrdtk Pegawai Negeri Stpil 
(PPNSD) untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturen Dacrah sangat rncncntukan. Dengan pcrkembangan dan 
laju pertumbuhan pembangunan, permasalahan-pcrmasalahan yang 
dlhadapr semaku- komplek schingga dalam pelaksanaan tugc1,c; 
pcncgekan kctentuan-ketentuan Peraturan Daerah, payung hukum 
yang ado khususrwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerab Tmgkat II 
Mojckerto Nomor 1 l'ahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negen 
Sipil d1 Lingkungan Pomermtah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Mojokerto sudah hdak scsuar lagi dengan kondisi yang ada maka 
Jipandang perlu mengatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah. 

11. PENJELASAN PASAL DE;...·n PASAL 

Pasal 1 Sampa.i dongan 21 · Cukup jelas 

• 




